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BAB I  

 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kebijakan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, 

sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-

aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan 

kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya 

(Iskandar, 2012). Kebijakan memiliki dua aspek (Thoha, 2012) Pertama, kebijakan 

merupakan praktika sosial, kebijakan bukan sesuatu yang tunggal atau terisolir. 

Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah, yang 

dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kedua, 

kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan 

harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan 

bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha 

bersama tersebut. 

Kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-

sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat 

mendasar karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan 

bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan bisa berasal 

dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/ 

aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh 

para pelaku (Stakeholders) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu 

(Haerul dkk., 2016).  
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Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi input, 

proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah, 

sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan dan 

pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses 

politik yang dilakukan elit politik dan/atau kelompok-kelompok penekan. Output dari 

proses kebijakan adalah kinerja kebijakan (Wahyudi, 2016). Oleh karena itu, kebijakan 

tidak bersifat permanen.  Kebijakan publik perlu dituangkan pada peraturan-peraturan 

perundangan yang bersifat memaksa. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan 

layanan administrasi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi 

Kependudukan. Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa peningkatan kualitas layanan 

administrasi kependudukan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten/Kota; dan Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa peningkatan kualitas layanan 

administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

melalui layanan terintegrasi dan/atau jemput bola. Salah satu layanan administrasi 

kependudukan yang diberikan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota 

Palembang yaitu layanan jemput bola.  

 Program pelayanan Jemput Bola merupakan pelayanan dengan sistem jemput 

bola dibentuk dengan tujuan untuk mendekatkan serta mempercepat pelayanan 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan cara mendatangi masyarakat, 

dan melaksanakan pelayanan di tempat sehingga diharapkan dapat membantu 

masyarakat yang berdomisili jauh, atau tidak memiliki kemampuan untuk mendatangi 

Disdukcapil. Pelayanan ini adalah jenis layanan yang dilakukan oleh tim jemput bola 

dengan cara berkeliling ke lokasi-lokasi seperti kecamatan, desa, dan lapas, dan lokasi-
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lokasi tertentu. Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 2 ayat 3 tentang 

Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan, layanan Jemput Bola 

dilakukan dalam bantuk layanan paket yang mencakup: (1) Akta Kelahiran, KK dan 

Kartu Identitas Anak, (2) Akta Kematian, KK dan KTP-Elektronik dengan status cerai 

mati dan (3) Akta Perkawinan, KK dan KTP-Elektronik dengan perubahan status 

perkawinan. 

 Adanya dukungan terhadap perencanaan pembangunan sistem administrasi 

kependudukan dimaksudkan untuk meningkatkan pemberian layanan publik tanpa 

diskriminasi. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah 

mengamanatkan agar pemerintah mengambil peran aktif dalam pelayanan administrasi 

kependudukan. Dalam hal ini selain penduduk aktif untuk mengurus dokumen 

kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku instansi pelaksana 

juga harus aktif untuk memberikan pelayanan dengan mendekatkan pelayanan melalui 

pelayanan keliling (jemput bola) pelayanan dokumen kependudukan ke desa-

desa/kelurahan, sekolah, Mall, rumah sakit dll. Sehingga memudahkan masyarakat 

dalam memperolah dokumen kependudukan sesuai yang tertuang dalam Permendagri 

Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 10 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi 

Kependudukan,  

Penyandang disabilitas seringkali menjadi kelompok marginal dalam mengakses 

pelayanan dan tidak menjadi perhatian utama dari pelayanan itu sendiri. Tindakan 

preventif menghindari hal tersebut sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa 

penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada 
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anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Layanan 

kependudukan bagi disabilitas sangat dibutuhkan karena penyandang disabilitas yang 

secara umum memiliki kendala ketidakmampuan fisik maupun non fisik dari individu 

tersebut untuk secara langsung mengakses pelayanan tersebut. Penyandang disabilitas 

seringkali menjadi kelompok marginal dalam mengakses pelayanan dan tidak menjadi 

perhatian utama dari pelayanan itu sendiri. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten/Kota, termasuk Disdukcapil Kota Palembang, harus melakukan pelayanan 

jemput bola terhadap penduduk yang memiliki kendala dalam aksesibilitas, karena 

sakit, berada di dalam Lembaga permasyarakatan, dan, terkendala untuk hadir ke 

tempat layanan administrasi kependudukan. Disdukcapil memberikan inovasi berupa 

Program Jemput Bola khusus Disabilitas. Pentingnya program ini untuk memudahkan 

penyandang disabilitas dalam proses melengkapi data kependudukan para penyandang 

disabilitas. Kegiatan pemberian pelayanan khusus kepada masyarakat penyandang 

disabilitas tersebut berupa kunjungan langsung ke rumah-rumah penyandang 

disabilitas tersebut dengan bentuk pelayanan yang diberikan berupa: (1) Akta 

Kelahiran/Kematian, (2) KK, (3) Kartu Tanda Penduduk dan (4) Kartu Identitias Anak.  

 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang merupakan instansi 

atau badan yang berfungsi dalam penataan dan penerbitan dokumen dan data 

kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik. 

Penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan sebagai wujud pemenuhan 

hak asasi setiap orang di bidang pelayanan administrasi kependudukan, sebagai upaya 

peningkatan kesadaran penduduk dan kewajibannya untuk berperan serta dalam 

pelaksanaan administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
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Palembang telah melaksanakan rangkaian program Jemput Bola dalam upaya 

peningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dengan langsung 

mendatangi masyarakat, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1 

Gambar 1. Pelaksanaan Jemput Bola di Kelurahan Talang Jambe Kota 

Palembang 

 

Sumber: Observasi Penulis ketika melakukan pelaksanaan Program Jemput Bola, 2022 

 

Pembahasan mengenai suatu program atau kebijakan tidak akan pernah lepas 

dari konsep peran. Setiap individu atau kelompok yang terlibat pasti memiliki peran. 

Hal ini dapat dikatakan demikian karena bersumber dari tindakan dan perilaku dari 

individu atau kelompok yang pasti memiliki suatu dampak di dalam suatu program 

atau kebijakan. Peran atau dalam bahasa inggris disebut dengan role merupakan pola 

perilaku yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan tertentu dalam strata 

sosial di masyarakat yang diharapkan oleh masyarakat dapat melakukan sebuah 

perubahan positif bagi lingkungan sesuai dengan tanggung jawab dan tugas-tugas yang 

dimilikinya, 

 Para pemangku kepentingan memiliki pengaruh yang penting demi 

kelangsungan sebuah organisasi atau lembaga, yang biasanya disebut dengan istilah 
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stakeholder merupakan sebauh frasa yang terbentuk dari 2 kata yaitu kata stake dan 

holder. Secara garis besar istilah stakeholder memiliki makna sebagai seorang 

individu, kelompok maupun organisasi yang memiliki kepentingan tertentu dan 

memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau dipengaruhi di dalam sebuah 

lingkungan internal maupun eksternal organisasi tersebut. Stakeholder biasanya 

memiliki hubungan keterkaitan dan kemampuan untuk mempengaruhi ataupun 

dipengaruhi baik dalam lingkup internal atau eksternal. Fungsi atau peran stakeholder 

dalam pelaksanaan atau program sebagai pembuat keputusan dan menentukan 

keberhasilan dalam suatu program 

Gambar 2. Pelaksaan Program Jemput Bola di Kediaman Penyandang 

Disabilitas 

 

Sumber: Observasi Penulis ketika melakukan pelaksanaan Program Jemput Bola, 2022 

 

Proses perekaman data penduduk seringkali mengalami hambatan beberapa 

diantaranya dikarenakan pihak dari keluarga penyandang disabilitas masih malu dalam 

melaporkan anggota keluarga yang mengalami disabilitas kepada RT setempat 

sehingga tidak terdata di Kelurahan, dan dari pihak disdukcapil sulit untuk melakukan 

perekaman disebabkan keterbatasan fisik dan mental dari penyandang disabilitas, serta 
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dibeberapa lokasi yang memiliki jaringan kurang baik dapat menjadi kendala juga bagi 

pihak disdukcapil. Selain itu, peran stakeholder kunci, primer, dan sekunder dalam 

pelaksanaan program Jemput Bola Khusus Disabilitas Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Palembang belum maksimal. Pelaksanaan suatu program 

ditentukan oleh peran stakeholder, beberapa stakeholder terkait pelaksaaan program 

jemput bola tersebut adalah. Kemendagri, Dinas dukcapil, Kecamatan, Kelurahan, 

RT/RW. Semua stakeholder tersebut saling berinteaksi dan bekerja sama untuk 

mewujudkan tujuan program tersebut. Berbagai permasalahan tersebut mempengaruhi 

pencapaian target tahun 2021 yang telah ditentukan sebesar 1.752 penyandang 

disabilitaas 1.513 diantaranya wajib KTP-el dan 239 lainnya belum berusia 17 tahun. 

Jumlah 1.114 penyangdang disabilitas telah mendapatkan dokumen pendudukan dari 

jumlah 1.752 tersebut, artinya sekitar 64% dari capaian/target telah tercapai dan 36% 

sisanya belum tercapai. 

Peran stakeholder terbagi menjadi tiga kelompok Maryono dalam (Latupapua, 

2015). Pertama, Stakeholder Primer yaitu yang menerima dampak langsung dari suatu 

rencana atau kegiatan tertentu, dampak tersebut dapat berupa dampak yang bersifat 

positif dan negatif, Kedua, Stakeholder Kunci yaitu yang memiliki kewenangan dan 

pengaruh yang besar terhadap proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi 

atau kegiatan karena pihak tersebut yang biasanya bertanggung jawab atas kegiatan 

secara penuh. Ketiga, Stakeholder Sekunder yaitu pendukung yang biasanya tidak 

terlibat secara langsung di dalam sebuah organisasi atau kegiatan tertentu karena tidak 

memiliki kepentingan dan pengaruh secara langsung dalam program tetapi memiliki 

peran dalam mendukung dan memberi saran atau masukan terhadap sebuah program.  

Penelitian tentang analisis stakeholder sudah banyak dilakukan, namun memiliki 
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perbedaan pada aspek obyek, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Amalan dkk., 

2021); (Cahyana & Nugroho, 2019) dan (Dewi dkk., 2020). Penelitian lain terkait 

pelayanan publik bagi disabilitas juga sudah dilakukan oleh (Mumpuni & Zainudin, 

2018) dan (Pramashela & Rachim, 2022). Penelitian tentang pelayanan publik 

Disdukcapil secara umum pernah dilakukan oleh (Akhyar & Syarif, 2022); 

(Abdussamad, 2019); (Rozaili, 2020); (Novita dkk., 2022) dan (Mulyanto Angkat 

dkk., 2018). 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan terkait peran stakeholder dalam 

pelaksanaan program jemput bola, maka perlu dilakukan penelitian lebih dalam 

tentang: Analisis Peran Stakeholder dalam Pelaksanaan Program Jemput Bola Khusus 

Disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Penelitian 

ini akan menganalisis peran stakeholder menurut Maryono, 2005 dalam penelitian 

(Latupapua, 2015). 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang diuraikan dilatar belakang masalah maka dapat 

dirumuskan seperti berikut: Bagaimana peran Stakeholder dalam Pelaksanaan 

Program Jemput Bola bagi Disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Palembang? 

 

1.3.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan topik permasalahan diatas, tujuan yang ingin dicapat dalam 

penulisan ini yaitu untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis peran 

stakeholder dalam pelaksanaan Program Jemput Bola bagi Disabilitas di Dinas 
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1 Manfaat Teoritis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian studi Ilmu 

Administrasi Publik, khususnya terkait peran stakeholder dalam pelaksanaan 

kebijakan publik; serta sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. 

 

2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi saran bagi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.dalam melaksanakan Program 

Jemput Bola Khusus Disabilitas.
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